
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 14 TAHUN 2012 NOMOR 14

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

: a. bahwa Rencana Keija Pembangunan
Daerah (RKPD)Kabupaten merupakan
rencana tahunan yang memuat rancangan
kerangka ekonomi dan prioritas
pembangunan daerah sebagai penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). agar dapat.
memberikan pedoman dan penjelasan
daJam pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Labuhanbatu;

b. bahwa berdasaxkan Pasal 150 Undang-
Undang
sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ,

perlu
pembangunan daerah

. .nimbang

32 Tahun 2004Nomor

perencanaan
sebagai satu

menyusun
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kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah,

c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan
pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
disebutkan RKPD menjadi pedoman

penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ,
Rencana Keija Pembangunan Daerah

(RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah;
d . bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf
b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Keija

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Labuhanbatu Tahun 2013.
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Mengingat

A
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) ,

sebagaimana telah diubah beberapakali

0

V

4
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

ten tang Penmbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

*

Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan

V

Peraturantentang

Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik

4

Indonesia Nomor 5234);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
Pembagian

*

4

2007 Urusantentang
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Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tam bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008

4

%

4
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Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rcncana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011
tentang Rencana Keija Pemerintah Tahun

2013;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

*

V

\
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

22. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor

050/136.1/BPPD/I/ 2012 tentang

Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu

Tahun 2013.

M

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 050/915/II/Bangda tanggal 3

Maret 2011 perihal Konsultasi Rancangan Akhir

RPJMD dan RKPD.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANAMenetapkan
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud

dengan:

1 . Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan

Perangkat Daerah sebagai
penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

seianjutnya disingkat SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu.

jt
unsur

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

yang seianjutnya disebut BAPPEDA adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada

pemerintah daerah yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang

seianjutnya disebut dengan RKPD adalah
Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang seianjutnya disingkat

KUA adalah dokumen yang memuat

kebijakan bidang pendapatan belanja dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya

untuk periode l (satu) tahun.

Dokumen
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8. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara
yang selanjutnya disingkat PPAS adalah
Rancangan program, prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

M

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 2

Sistematika RKPD terdiri atas:

BAB l PENDAHULUANv

BAB II EVALUASI HASIL
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN TAHUN
LALU DAN CAPAIAN K1NERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KERANGKA EKONOMI DANBAB III

PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS DAN SASARANBAB IV

PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013



1 1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN

PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
PENUTUP

0
KEGIATAN

BAB VI

BAB m
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD

TAHUN ANGGAKAN 2013

Pasal 3

( 1 ) RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013
mengacu pada visi misi program Kepala
Daerah yang tertuang dalam Peraturan
Daerah tentang RPJMD Labuhanbatu 2011-
2015.

RKPD Kabupaten Labuhanbatu mempunyai
jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak
Januari 2013 sampai dengan Desember
2013.

%

(2 )

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
digunakan sebagai pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam Penyusunan

( 1 )
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KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2013

(2) RKPD Tahun 2013 merupakan Rencana
Strategis Tahunan Daerah Tahun 2013
sebagai Pedoman dalam Penyusunan
RAPBD Tahun Anggaran 2013.

*

Pasal 5

RKPD Tahun Anggaran 2013 secara rinci
sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun Anggaran

2013 dijabarkan dalam rencana tahunan SKPD
yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja)

SKPD dan APBD Tahun Anggaran 2013.

4
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BAB IV
M KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Mei 2012

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 14 Tahun 2012
Tanggal 30 Mei 2012

PH PARIS DAERAH
LABUHANBATU
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